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GUBERNUR JAMB)|

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN paN BELANJA DAERAH

,. Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMB,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 ’I‘ahu_n
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Dacralys Swalantra
Tingkat 1 Swraiera Barat, Jambi dan Riau
(Lembarau Negara Repubilik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat MNomor 19
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Swatantra Tingkat | Surnatera Barat, Jambi
dan  Riau  menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 12 Talup 1985
Pajak Bumi dan Bangunarn, (Lerubaian egara
Republik  Indonesia  Tahun 198g Nomor g5
Tambahar Lemburan Negarg Republik lndcnezia:
Nomor 3312) sebagainiaia telah diubah dengqr
Undang-Undang Nomor 12 Tahyp 1u94 tent?m‘
Perubahan Atas Undang_-Undang Nomor 12 ’I‘ahug
1985 tentang Pajak Bumlldan Bangunan {{.Cmbarqn
Negara Republik Tndonesia Tahuy, jgg4 Nomor €:an
Tambahan Lembaran Negarg Republik Indone "
Nomor 3569); s

tcntang

ol
i

Undang-Undang Nomor 28 Tahyp 19
Penyelenggaraan Negara yang Rersijy gy

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Leinbar

: . it a -
Republik  Indonesia Tahun 189y CE\IO;OI\_I»{%GI_’I
Tambahan Lembaran Negarg RUPUblil; l:; it 7..)
Nemer 3851), dongsig
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5099);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
cdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
lentang  Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang  Dana  Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang  Pembinaan dan  Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825);

25.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2009 Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15) ;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi
Nomor 14/PIM DPRD/2017 tanggal 28 Desember 2017

tentang Hasil Penyempurnaan Evaluasi Ranperda
APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan

Ranpergub  tentang Penjabaran APBD  Tahun
Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. pendapatan asli dacrah Rp. 1.494.530.066.299,00
b. dana perimbangan

1 _ Rp. 2.703.635.858.300,00
¢. lain-lain pendapatan yang sah Rp. 19.856.412.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 4.218.022.336.599,00
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. 2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) belanja pegawai Rp. 1.204.839.176.828,83
2) belanja bunga Rp. .
3) belanja subsidi Rp. 500.000.000,00
4) belanja hibah Rp. 505.226.600.000,00
S) belanja bantuan sosial Rp. 1.000.000.000,00
6) belanja bagi hasil Rp. 593.304.017.920,00
7) belanja bantuan keuangan Rp. 129.066.500.000,00
8) belanja tak terduga Rp. 4.000.000.000,00
9) belanja bantuan kepada
Partai Politik Rp. 1.500.251.000,00
Rp. 2.439.436.545.748,83
b. Belanja Langsung
1) belanja pegawai Rp. 188.784.885.818,00
® 2) belanja barang dan jasa Rp. 892.932.926.301,17
' 3) belanja modal Rp. 993.989.271.291,00
Rp.2.075.707.083.410,17
JumlahBelanja Rp.4.515.143.629.159,00
Defisit Rp.( 297.121.292.560,00)
3. Pembiayaan :
a. penerimaan Rp. 297.121.292.560,00
b. pengeluaran Rp. -
Jumlah pembiayaan neto Rp. 297.121.292.560,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. -
e
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Obyek
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan ;
2. Lampiran II  Penjabaran APBD ;

3. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Hibah yang Diterima.

4. Lampiran [V Daftar Nama Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan
Keuangan bersifat Khusus yang Diterima.
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7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah :

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penam

bahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lain-lain ;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum disclesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Jambi.,

_Ditetapkan di Jambi
~% Pafig tanggal 29 Desember 2017

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2017

-

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A MDIANTO

[};VIBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 10

=2 |
C |

mor Register Peraturan Daerah Provinsi Jambi : (10/367/2017)
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